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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sepanjang tahun 2014, sejumlah kekerasan atas nama agama menjadi 

isu yang cukup hangat diperbincangkan di media massa. Isu tentang 

kekerasan beragama dan berkeyakinan bahkan menjadi masalah yang serius 

tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia. Fenomena Islamic State 

of Iraq and Syira (ISIS) menjadi sorotan paling tajam disusul dengan 

sejumlah isu-isu lama yang mencuat kembali seperti Taliban dan gerakan 

terorisme internasional lainnya. 

Di Indonesia sendiri, kekerasan atas nama agama sepanjang tahun 

tersebut muncul cukup banyak. The Wahid Institute mencatat selama tahun 

tersebut muncul sebanyak 158 kasus kekerasan atas nama agama di 

Indonesia. Jumlah tersebut dihitung dari 18 wilayah yang dipantau lembaga 

ini, masing-masing di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI 

Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, 

Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan 

Riau, dan Papua.1 

                                                           
1 Data-data diperoleh dari mengikuti Pers Conference yang diselenggarakan oleh The 

Wahid Institute Jakarta dan siaran pers The Wahid Institute melalui official sites http://www. 
wahidinstitute.org 
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Dalam pers conference, yang dilangsungkan di Kantor The Wahid 

Institute Jakarta, 29 Desember 2014, Direktur The Wahid Institute, Zannuba 

Arifah Chafsoh Wahid menyebutkan, jumlah kasus tersebut dilihat dari sisi 

pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus. Di 78 

kasus lainnya dilakukan aktor non-negara. Keterlibatan negara muncul karena 

pemerintah setempat atau aparat keamanan ikut mengambil keputusan saat 

pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu 

lingkungannya. 

Catatan The Wahid Institute menunjukkan terjadi penurunan kasus 

kekerasan atas nama agama dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 245 

kasus. Meski mengalami penurunan jumlah kasus, namun Yenny Wahid 

menilai tidak ada peningkatan tanggungjawab negara dalam menyelesaikan 

masalah mendasar dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Faktor yang paling menonjol dari penurunan angka kasus kekerasan 

beragama selama kurun waktu tersebut adalah, setiap kasus kekerasan 

beragama yang terjadi di Indonesia tidak pernah menjadi fokus utama 

pemberitaan media (headline) karena isu kekerasan beragama dikalahkan 

dengan isu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan tidak menjadi 

bahan pemberitaan utama, maka kasus kekerasan atas nama agama dalam 

kurun waktu tersebut mengalami penurunan cukup drastis. 

Riset yang dilakukan The Wahid Institute menunjukkan, peran media 

menjadi sangat penting dalam terjadinya konflik. Bahwa media memiliki 

andil yang cukup besar dalam meningkatkan kekerasan atas nama agama 
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yang terjadi di Indonesia. Semakin sering konflik kekerasan atas nama agama 

ditayangkan dalam pemberitaan dan menjadi headline, maka semakin tinggi 

angka kekerasan atas nama agama yang terjadi pada kurun waktu tersebut. 

Indonesia beruntung terjadi pemilihan umum dua kali dalam satu tahun 

sehingga cukup mampu menggeser isu kekerasan beragama dari panggung 

headline media massa. Bebebrapa kasus bahkan kandas ditengah jalan dalam 

arus pemberitaan manakala tertabrak oleh isu-isu yang lebih hangat soal 

politik. 

Media merupakan suatu organisasi terstruktur, yang menjadi agen 

penyedia informasi bagi masyarakat. Peranannya sangat penting dalam proses 

pembentukan opini dan cara pandang masyarakat. Media yang memiliki 

jangkauan luas, maka akan semakin luas pula dampak media bagi 

masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif dari adanya 

pemberitaan. Bagi pemberitaan yang berdampak baik, kedatangan media 

merupakan kabar gembira dimana publik akan merasakan secara langsung 

dan tidak langsung dampak positif yang ditimbulkan dari adanya 

pemberitaan. Namun, media juga dapat bertindak sebaliknya, dia dapat 

menjadikan alat pemicu konflik dan timbulnya konflik sosial. Banyak 

pengamat melihat bahwa media juga turut memberikan andil dalam terjadinya 

konflik akibat berita yang diunggahnya. Keberadaan media mampu 

mengubah cara pandang yang sebelumnya positif menjadi negatif, yang 

sebelumnya normatif menjadi agresif dan seterusnya. 
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Adorno dan Horkheimer (1972) melihat propaganda yang sangat kuat 

datang dari media dalam menjelaskan peristiwa berdarah Holocaust dan 

peristiwa-peristiwa brutal lainnya yang terjadi ketika Perang Dunia Ke-

II. Chomsky dan Herman (1988) melihat bahwa media merupakan kurir yang 

sangat kuat dalam mempromosikanideologi baru kepada anggota masyarakat 

yang memiliki tingkat melek media yang rendah, anak-anak misalnya.2  

Perkembangan global yang hanya dalam satuan detik perkembangannya 

memicu kebutuhan informasi terhadap perkembangan tersebut juga dalam 

waktu yang cepat. Semakin cepat informasi atas perkembangan yang terjadi 

dapat lebih mudah diakses, maka semakin mempercepat pula tingkat 

pengetahuan publik atas perkembangan yang terjadi. 

Apabila masyarakat dalam era sebelumnya tidak terlalu 

mengedepankan akses informasi, maka pada zaman sekarang informasi 

menjadi faktor paling utama untuk beragam kebutuhan. Tingkat kebutuhan 

tersebut juga semakin meningkat setiap tahunnya mengingat terjadi 

pergeseran tatanan sosial dari yang semula tidak membutuhkan informasi 

menjadi masyarakat yang mengandalkan informasi sebagai kebutuhan pokok. 

Tidak hanya untuk kepentingan pengayaan ilmu dan pengetahuan serta 

teknologi, percepatan informasi juga menjadi salah satu kebutuhan pokok 

bagi perkembangan dunia usaha. Saat ini, hampir sebagian besar bidang 

usaha mendasarkan pada kebutuhan teknologi informasi, yang tentu 

membutuhkan kecepatan akses informasi agar perkembangan bidang usaha 

                                                           
2 J. Severin, Werner. W. Tankard, James Jr.. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan 

Terapan di dalam Media Massa. (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), hlm. 47. 
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tersebut semakin maju. Perkembangan dunia usaha yang menggantungkan 

pada percepatan akses informasi ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan akan 

informasi merupakan hal yang paling pokok dan menunjang aktivitas lainnya. 

Meski memiliki kebebasan penuh, namun media memiliki social 

responsibility, pola pertanggungjawaban sosial. Media harus 

mempertanggungjawabkan apa yang ditulis atau ditayangkan dihadapan 

publik. Setiap problem atau informasi yang ditampilkan mengandung unsur-

unsur yang harus tidak bertentangan dengan etika sosial atau hukum-hukum 

adat. 

Dalam hal ini, media meskipun memiliki hal yang tidak terbatas dalam 

penyajian informasi dan data, namun tetap harus mengindahkan kondisi, 

hukum dan sistem sosial. Dimana ia tidak memiliki kebebasan dalam 

menyangkut hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dalam kehidupan 

bermasyarakat, baik itu hukum tertulis maupun hukum-hukum yang tidak 

dicantumkan dalam literasi. 

Termasuk dalam konflik, media yang memiliki kebebasan menampilkan 

semua persoalan yang terjadi menyangkut konflik tersebut, namun harus tetap 

melihat hal-hal tersebut diatas. Fenomena sosial harus diperhitungkan karena 

media harus mempertanggungjawabkannya dihadapan publik.   

Sebagai media yang memiliki kebebasan penuh atas penyebaran 

informasi, ia dapat saja menjadi jurnalisme yang menentramkan dan 

mendamaikan, tetapi juga dapat berbuat sebaliknya. Ia menjadi pemicu 

persoalan lebih provokatif dan menjadikan persoalan kecil menjadi persoalan 
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yang sangat besar dan menjadi polemik. Kendati memperoleh berita yang 

berimbang, namun tetap saja informasi yang disajikan akan mampu 

menyebabkan kedua hal tersebut diatas. 

Secara teoritis, ada tiga posisi media, menurut Yasraf Amir Pilliang.3 

dalam memberitakan konflik. Pertama, media sebagai issue intensifier, 

dimana media berposisi sebagai penguat munculnya isu atau konflik, serta 

mempertajamnya. Isu yang diangkat akan menampakkan dimensi-dimensi 

secara tajam. Dan dengan posisi sebagai intensifier, maka media mem-blow-

up realitas yang jadi isu, sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. 

Kedua, media sebagai conflict diminisher. Yakni media 

menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja, media meniadakan 

isu tersebut. Terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, 

entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Dan ketiga, media juga bisa 

berfungsi menjadi pengarah conflict resolution. Yakni menjadi mediator 

dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif, dan mengarahkan pihak 

yang bertikai pada penyelesaian konflik.  

Fungsi media tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dalam 

memberikan gambaran mengenai informasi, media akan selalu memberikan 

dampak, baik positif maupun negatif terhadap konflik. Dalam hal teknis detil 

seperti pemilihan diksi dan sudut pandang adalah hal yang paling menonjol 

yang harus diperhatikan. 

                                                           
3 Yasraf Amir Pilliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, 

(Jalasutra: Yogyakarta, 2003), hlm 56. 
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Tugas jurnalisme damai menurut Galtung adalah untuk memetakan 

konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menganalisis tujuan dan 

memberikan problem solving atas konflik tersebut.4  

Jurnalisme damai pada dasarnya hanyalah sekedar opsi. Jurnalisme bisa 

mengadopsi atau bahkan mengabaikannya. Namun, keberadaan pers bukanlah 

sekedar sebagai mirror of reality, tetapi juga molder of reality (pembentuk 

rupa) masyarakat. Jika keberadaan jurnalisme adalah dalam rangka 

menjalankan fungsi pembentuk rupa masyarakat, maka seyogyanya 

jurnalisme damai menjadi opsi yang tak terelakkan. 

Galtung memaparkan, jurnalis harus mampu mentransformasikan fakta-

fakta dan realitas konflik sebagai realitas media. Peran jurnalisme damai 

harus menjadi bank data wacana yang tidak menciptakan potensi menggagas 

konflik dan perpecahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Jurnalisme damai bisa dilaksanakan dengan standar jurnalisme modern, yaitu 

memegang asas imparsialitas dan faktualitas, dengan prinsip-prinsip 

menghindarkan kekerasan. 

Di Indonesia dengan beragam media massa yang ada tentu juga 

mengalami polemik terkait jurnalisme damai dan jurnalisme perang 

sebagaimana yang telah digambarkan diatas. Baik media cetak, elektronik 

maupun online, ketiganya tidak bisa lepas dari mengambil posisi diantara dua 

pilihan tersebut, meskipun secara kasuistik.  
                                                           

4 Jake Lynch and Annabel McGoldrick, Peace Journalism, (Stroud: Hawthorn Press, 
2005), hlm. 84 
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Dalam hal pemberitaan, pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 tahun 

1999 tentang Pers dan didalamnya ditegaskan tentang kewajiban memegang 

Kode Etik Jurnalistik. Kedua landasan tersebut merupakan regulasi yang 

mengatur tentang hulu dan hilir pemberitaan sehingga menghasilkan 

pemberitaan yang berimbang, tidak berat sebelah serta meminimalisir 

terjadinya konflik turunan, termasuk didalamnya konflik yang bernuansa 

SARA. 

Meski telah ada peraturan perundangan tersebut, namun belum 

sepenuhnya jurnalis menerapkan sesuai dengan regulasi. Bahkan dalam 

analisis media menunjukkan, acapkali jurnalis melakukan kesalahan 

penulisan dan penggambaran tentang kondisi sesuatu secara melebih-

lebihkan. Tindakan tersebut dapat meningkatkan intensitas konflik sehingga 

dapat memicu konflik menjadi lebih besar. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana jurnalis memahami tentang ilmu komunikasi dan regulasi 

perundang-undangan yang membahas tentang bidang tugas mereka? 

2. Bagaimana jurnalis menerapkan regulasi perundang-undangan dalam 

publikasi berita bernuansa SARA? 

3. Bagaimana jurnalis menerapkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana peranannya dalam 

penulisan berita bernuansa SARA? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan dan manfaat menjadi dasar. 

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hasil akhir dari serangkaian 

penelitian dan pengamatan yang dilakukan sehingga problem yang diangkat 

dapat memunculkan rekomendasi penyelesaian. Adapun secara detail tentang 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

5. Tujuan  

Dalam penelitian terkait analisis media ini, peneliti akan lebih 

memfokuskan pada dampak dan solusi. Adapun secara spesifik peneliti 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Memetakan pemberitaan konflik berdasarkan analisis media serta 

menemukan penyebab berkembangnya konflik akibat pemberitaan 

media massa. 

b. Memetakan penyebab terjadinya konflik yang bersumber dari 

pemahaman wartawan yang tidak tepat. 

c. Menemukan problem solving pelaku pemberitaan dalam hal 

penggunakan diksi, angle dan penerapan pola pemberitaan sesuai 

regulasi perundang-undangan. 

d. Mempopulerkan peace journalism dalam pemberitaan di kalangan 

pewarta sehingga meminimalisir terjadinya konflik turunan akibat 

pemberitaan. 
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6. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang tertera sebelumnya, peneliti mengharapkan hasil 

penelitian dapat membawa manfaat bagi penyelesaian konflik secara 

khusus dan pola penerapan pemberitaan berdasarkan regulasi perundang-

undangan yang berlaku. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan rekomendasi bagi awak media untuk menerapkan pola 

peace journalism dalam pemberitaan konflik. 

b. Memberikan solusi atas ketidaktepatan penggunaan angle, diksi 

dan analisis konflik dalam pemberitaan kepada awak media 

sehingga tidak ditemukan kembali adanya konflik turunan. 

c. Meminimalisir terjadinya konflik yang lebih besar sebagai dampak 

dari pemberitaan yang tidak mendasarkan pada regulasi perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Mengarahkan media pada kesadaran positif untuk menjadi media 

yang membawa prinsip perdamaian dalam pemberitaan serta 

mengurangi tingkat provokasi negatif yang dilakukan media 

melalui berita yang ditampilkan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang media massa dengan menggunakan berbagai 

pendekatan telah banyak dilakukan berbagai kalangan. Biasanya, penelitian 

media banyak menggunakan analisis media, analisis isi dan analisis semiotik 
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sesuai dengan konsentrasi peneliti. Penelitian media massa menggunakan 

analisis framing masih terbilang tidak terlalu banyak, khususnya yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini didasarkan analisis framing merupakan 

salah satu model pendekatan yang dikenalkan paling belakang setelah 

pendekatan-pendekatan sebelumnya. 

Meski demikian, penelitian menggunakan analisis framing juga masih 

spesifik membandingkan antarmedia. Analisis framing oleh para peneliti 

sebelumnya lebih digunakan untuk membandingkan satu media dengan media 

yang lainnya dalam kacamata konflik tertentu. Salah satunya yang dilakukan 

oleh Yunindar Z.A, dalam tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta yang mengambil judul  Analisis Framing terhadap 

pemberitaan Kompas dan Republika selama enam bulan darurat militer di 

NAD: 19 Mei - 19 November 2003. 

Analisis framing lainnya, diarahkan pada mendalami satu media 

tertentu saat melakukan pemberitaan tentang suatu tema tertentu. Dalam hal 

ini, Alimuhsin dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

telah menerbitkan karya ilmiah tesisnya yang berjudul  Analisis Framing 

Paparan Konflik Agraria Perkebunan di harian Kompas Periode 2004-2009.  

Penelitian lainnya yang telah dilakukan tentang tema ini adalah Eka 

Nugraha Putra dari Universitas Indonesia dalam tesis berjudul Mass media 

and the Role in Criminal Policy. Dari lembaga yang sama, Kristanto Hartadi 

juga melakukan penelitian dengan judul Framing Analysis a Case Study on 
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Kompas and Media Indonesia in Covering Riot in Temanggung, Februari 8, 

2011.  

Dari penelitian-penelitian tersebut, sebagian besar analisis framing 

masih digunakan sebagai suatu pendekatan untuk meneliti media. Hal yang 

baru yang mencoba dikenalkan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis 

framing digunakan untuk meneliti pelaku penulis berita (jurnalis), sebagai 

orang pertama yang melakukan penulisan.  

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Komunikasi 

Pada dasarnya, informasi tidak lebih sebagai messages yang 

disampaikan komunikator terhadap komunikan. Unsur utama yang paling 

harus diperhatikan adalah pesan yang disampaikan dalam informasi 

tersebut. Soal mekanisme penyampaian dan media apa yang digunakan 

tidak terlalu menjadi soal prioritas. Messages menjadi puncak tertinggi 

dalam kasta kebutuhan informasi dibanding melihat sisi media yang 

digunakan. 

Sebagai kasta tertinggi, messages memiliki banyak kemanfaatan 

bagi masyarakat, baik itu manfaat positif mapun manfaat negatif yang 

mampu menciptakan respon yang beragam. Respon positif diberikan 

apabila messages yang diterima berbanding lurus dengan harapan 

komunikan dan respon negatif muncul sebagai bentuk reaksi atas 

messages yang bertolak belakang dengan keinginan komunikan itu 
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sendiri. Hal ini lebih terkait dengan  psikologi seseorang, baik psikologi 

pribadi maupun psikososial. 

Tentang messages sebagai inti dari komunikasi, ia harus datang 

dengan dua hal, yakni akurasi dan tepat waktu. Semakin messages yang 

disampaikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka semakin dapat 

dipercaya media yang digunakan untuk menyampaikan messages  dan 

semakin cepat dan tepat waktu messages tersebut disampaikan, maka 

akan semakin melengkapi syarat sebagai media penyampai pesan yang 

bonafid. 

Nilai akurasi diukur dari validitas data yang disajikan dan sumber 

data yang memiliki kredibilitas yang memadai. Misalnya, menyajikan 

informasi (messages) tentang perkembangan data bunga bank, maka yang 

memiliki kredibilitas untuk menyampaikan adalah bankir. Akan menjadi 

nilai yang berbeda dan lebih rendah manakala informasi tentang 

perkembangan bunga bank yang menyajikan adalah nasabah bank. 

Pesan yang baik pada dasarnya lebih pada penekanan substansi 

messages yang dapat dipetik oleh penerima pesan. Maksud dapat 

diterima dan diterjemahkan dengan jelas. Untuk mencapai hal tersebut, 

pesan juga harus dikemas dalam bahasa yang jelas dan pemilahan yang 

tepat. Dengan pengemasan yang mudah dipahami maka maksud dapat 

tersampaikan. Banyak pesan yang disampaikan namun tidak dapat 

dipahami oleh komunikan lantaran cara penyampaian dan isi pesan tidak 

dikemas dengan baik. 
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Perlu dipahami juga subjek komunikan, apabila komunikan 

merupakan individu, maka penyikapan pola komunikasi akan berbeda 

ketika menggunakan sistem komunikasi massa. Hal ini juga terkait 

dengan messages, sistematika dan media komunikasi yang digunakan. 

Memetakan komunikan menjadi penting untuk menentukan reaksi dari 

komunikan atas messages yang diterima. 

Dalam teori komunikasi, posisi komunikan dan komunikator adalah 

subjek yang antara satu sama lain diikat oleh messages. Untuk mencapai 

pola ikatan yang diharapkan, maka messages harus dikemas dengan baik 

sehingga tidak terjadi kesalahan tanggapan (misreaction). Kesalahan 

tanggapan akibat pengemasan messages yang tidak tepat ini adalah salah 

satu dampak pola penerapan komunikasi yang tidak tepat. 

Berbeda dengan komunikasi individu, komunikasi massa jauh lebih 

kompleks. Ia membutuhkan banyak teori dan sistem sehingga messages 

yang disampaikan benar-benar dapat diterima oleh komunikan. Tentu ini 

tidak mudah karena komunikan yang heterogen dengan perbedaan 

psikologis yang menentukan reaksi berbeda terhadap messages.  Untuk 

mencapai tujuan komunikasi, prinsip-prinsip teori komunikasi harus 

diterapkan. 

Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981) menafsirkan komunikasi 

suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 



15 

 

 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.5 

Teori komunikasi menurut Littlejohn6 secara umum dibagi dalam 

dua kategori, yakni general theories (teori-teori umum) dan contextual 

theories (teori kontekstual). Untuk kategorisasi pertama dibagi dalam 

empat garis besar, yakni teori fungsional dan struktural tentang 

berfungsinya secara nyata struktur yang berada diluar diri pengamat, lalu 

teori behavioral dan cognitive yang memusatkan pengkajiannya pada diri 

manusia secara individual. Ketiga teori konvensional dan interaksional 

yang menyebut bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi 

yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan 

tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol, lalu terakhir teori 

kritis dan interpretif yang memahami pengalam hidup manusia atau 

untuk menginterpretasikan makna-makna teks. 

Kategorisasi kedua, yakni contextual theories, dibagi dalam lima 

kelompok, yakni intrapersonal communication (komunikasi 

intrapersonal), interpersonal communication (komunikasi 

interapresonal), group communication (komunikasi kelompok), 

organizational communication (komunikasi organisasi) dan mass 

communication (komunikasi massa). 

Fokus pada pembahasan contextual theories, dibanding empat 

pembagian yang lainnya, mass communication memiliki pengaruh paling 
                                                           

5 Canggara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 78 
6 Rogers, Everett M. Communication Technology The New Media in Society, (London: 

The Free Press, 1986), hlm. 156. 
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besar dalam pembentukan opini publik. Sebab, jangkauan informasi 

(messages) yang disampaikan lingkupnya menyeluruh tanpa dibatasi. Hal 

tersebut membawa pembagian ini jauh lebih kompleks pembahasannya 

ketimbang pembagian yang lain. Harus memperhatikan pula dampak dari 

komunikasi yang sifatnya terbuka tersebut. 

Dalam komunikasi massa, medium (perantara) sangat dibutuhkan. 

Jangkauan yang luas memaksa penggunaan medium harus digunakan 

agar pesan yang disampaikan mampu terdistribusikan dengan luas. 

Semakin medium yang digunakan efektif, maka semakin luas pula 

jangkauan pesannya. Medium yang digunakan untuk pola komunikasi ini 

diantaranya adalah media massa, baik koran, televisi, majalah, radio, 

internet ataupun medium lainnya yang secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga kategorisasi, yakni media elektronik, media cetak dan media 

on line. 

2. Analisis Framing 

Pada dasarnya, berbagai regulasi yang muncul untuk mengatur 

pemberitaan di media massa sudah sedemikian rapi. Bahkan, di Indonesia 

telah dibentuk komisi-komisi khusus yang mengawasi pemberitaan 

media. UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, Kode Etik 

Jurnalistik (KEJ), Delik Pers dan sebagainya merupakan produk hukum 

yang memiliki citra ideal pemberitaan. Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI), Dewan Pers, dan berbagai komunitas atau lembaga pewarta juga 

berperan dalam pengawasan pemberitaan di Indonesia. 
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Secara umum, baik regulasi maupun sistem yang diterapkan untuk 

pengawasan dan kontrol berita di Indonesia sudah cukup baik. Dari sisi 

yuridis telah memiliki legitimasi yang kuat dan institusi pengawasan juga 

telah didirikan sebagai bentuk benteng pemberitaan yang menyimpang, 

sekaligus sebagai fasilitator ketika muncul polemik yang 

berkepanjangan. 

Namun demikian, tampaknya penerapan pola pemberitaan masih 

belum menunjukkan peran positif dalam upaya media sebagai langkah 

untuk tidak memperkeruh konflik serta membawa kedamaian. Dalam 

pemberitaan konflik justru media masih mengambil sudut pandang 

(angle) yang ekstrim ketimbang harus membawa kabar yang membuat 

pembaca merasa damai. 

Membagi jurnalisme dalam dua kategori, yakni peace journalism 

dan wars journalism, di Indonesia mengambil sudut pandang konflik 

dengan wars journalism masih sangat menonjol. Tidak hanya tema dan 

sudut pandang yang diambil, tetapi juga hingga lebih detail pada 

penggunaan bahasa dan pemilihan kata (diksi). 

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang 

fenomena pemberitaan dalam konflik dari beberapa sampling media yang 

akan diteliti. Adapun persoalan yang spesifik akan diangkat dalam kajian 

analisis framing jurnalis adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman pewarta dan awak media terhadap regulasi 

perundang-undangan. 
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b. Analisis diksi dalam berita konflik. 

c. Pemilihan narasumber, sudut pandang (angle) dan penggunaan 

istilah khusus. 

Dari tiga hal tersebut selanjutnya dapat dikembangkan secara lebih 

luas sehingga dapat mengetahui lebih mendalam tentang pemberiaan 

konflik sehingga memunculkan rekomendasi untuk memberikan 

sumbangsih untuk mengarahkan media sebagai pelaku tindak perdamaian 

dalam konflik tanpa mengurangi substansi pemberitaan. 

3. Peace Journalism 

Teori tentang jurnalisme damai diperkenalkan oleh Johan Galtung, 

teori ini menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian yang 

dilakukan dengan asumsi bahwa peace journalism mampu menjadi citra 

ideal dalam pemberitaan konflik di media massa. Hal yang 

melatarbelakangi Galtung menulis temuannya ini adalah, latar belakang 

media yang pada zamannya menuliskan secara hitam putih, kalah 

menang. Ia melihat, jurnalis di eranya sangat vulgar dalam memberikan 

informasi dan lebih mengejar sensasional berita ketimbang berperan 

dalam konflik itu sendiri7. 

Dalam teorinya, Galtung membagi jurnalisme dalam dua kategori 

besar, yakni peace journalism dan war journalism. Keduanya saling 

berhadapan dan mengenalkan pola pemberitaan yang berbeda dalam satu 

kasus. Apabila peace journalism mencoba meredam konflik tertentu yang 
                                                           

7 Jake Lynch and Johan Galtung, Reporting Conflict: New Directions in Peace 
Journalism, (Australia: Queensland University Press), 2010, hlm. 137. 
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terjadi, maka war journalism bertindak sebaliknya, ia berusaha 

mengobarkan konflik agar semakin berkembang lebih besar. War 

journalism tidak hanya mengorbankan konflik dalam penampilan berita, 

melainkan juga memotret konflik yang terjadi secara telanjang. Bahkan, 

fokusnya diarahkan pada kekerasan yang terjadi sebagai penyebab. Ia 

selalu menolak untuk melakukan kajian terhadap sisi psikologis korban.  

Galtung menerangkan, jurnalisme memiliki tujuan sebagai alat 

pemenuh kebutuhan informasi masyarakat. Tujuannya sendiri adalah 

agar masyarakat dapat hidup bebas dan dapat mengatur dirinya sendiri.  

Objektivitas dalam metode untuk akurasi dan validasi data benar-benar 

ditinggalkan. Metode meninggalkan objektivitas sendiri dilakukan 

melalui pengabaian prinsip check and balance, cover both side, cover all 

sides dan prinsip independensi media8. 

4. Hipotesis 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, mendasarkan pada 

asumsi negatif bahwa banyak kalangan jurnalis, baik media cetak, 

elektronik maupun online yang  belum memahami dengan baik serta 

menerapkan dengan baik landasan perundang-undangan serta hukum 

turunan lainnya dalam menjalankan fungsinya.  

Dengan adanya pemahaman yang masih kurang, pihak media atau 

aliansi kewartawanan yang diikuti juga tidak menyelenggarakan kegiatan 

pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (wartawan) itu 
                                                           

8 Richard Keeble, John Tulloch and Florian Zollmann (eds), Peace Journalism, War and 
Conflict Resolution, (London: Peter Lang Inc., 2010),  hlm. 81. 
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sendiri sehingga kurang begitu mendalami tentang prinsip dan etika 

jurnalistik. Hal yang seringkali ditonjolkan oleh media itu sendiri adalah 

menciptakan berita yang fenomenal, besar dan berhasil merebut perhatian 

publik tanpa harus memikirkan dampak dari pemberitaan itu sendiri. 

Faktor lainnya, bahwa awak media (wartawan) lebih cenderung 

membuat sudut pandang (angle) yang fenomenal dengan memilih 

narasumber tertentu sesuai dengan keinginannya atau berdasarkan 

kedekatan emosional dengan narasumber tersebut. Hal ini akan 

berdampak pada hasil berita yang ditulis yang kemudian akan membawa 

dampak-dampak sebagaimana digambarkan diawal sebelumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan objek penelitian yang dilakukan, sifat dari penelitian 

yang akan dilakukan termasuk dalam kategori field research dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori 

konflik dan teori komunikasi massa. Dalam field research ini, peneliti 

akan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek-

subjek penelitian.  

Penelitian sendiri diarahkan pada jurnalis yang telah terlibat dalam 

pemberitaan konflik bernuansa SARA yang terjadi di beberapa tempat di 

Indonesia. Namun untuk lebih spesifik kemudian penelitian diarahkan ke 

Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah penelitian lebih detailnya di Kota 
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Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung dan 

Kabupaten Wonosobo. 

2. Informan dan Subjek Penelitian 

Para informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

jurnalis yang pernah menulis berita tentang konflik yang bernuansa 

SARA di Indonesia. Pemilihan wartawan didasarkan pada media masing-

masing (kualitas wartawan selanjutnya tidak mewakili kualitas media). 

Untuk menjaga kredibilitas dan nama baik narasumber, dalam penelitian 

ini tidak seluruhnya menyebut identitas narasumber, meski demikian 

beberapa sumber yang mendapatkan izin untuk mencantumkan 

identitasnya akan tetap dicantumkan. 

3. Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan model wawancara 

dengan sejumlah wartawan di daerah yang pernah terjadi konflik. Selain 

wawancara yang dilakukan secara mendalam, juga akan menggunakan 

model observasi untuk melihat latar belakang, interaksi, individu, 

kelompok dan pekerjaan wartawan yang bersangkutan. 

Untuk memperkuat hasil wawancara, juga akan dilakukan library 

research dnegan mencari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan 

penelitian yang diangkat. Penggunaan model ini diupayakan dapat 

membantu menemukan hal-hal yang belum ditemukan jawabannya 

selama proses wawancara dan pengamatan. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan psikososial dan antropologi, yakni pendekatan yang 

mempelajari tentang manusia dan kebudayaan, secara lebih spesifik 

mempelajari wartawan dengan lingkup kebiasaan (habit) aktivitas 

pekerjaannya. Pendekatan antropologi ini juga mendekatkan pada model 

holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti 

dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang saling 

berkaitan dengan yang lainnya dalam lingkup yang sedang diteliti.  

Pendekatan antropologi holisme ini tidak hanya melihat wartawan 

dan aktivitas pekerjaannya saja, melainkan juga harus mengaitkan aspek 

ekonomi, sosial, budaya, agama dan berbagai bidang lainnya. Analisis 

framing yang digunakan sebagai alat pembedah juga mengarahkan 

tentang memilih narasumber yang tepat yang aspek-aspek lain seperti 

sosial, psikologi, budaya atau agama berkorelasi dengan wartawan 

tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi Partisipan-Terbuka (Participant Absobsever) 

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek yang diteliti. Observasi dilakukan tanpa 
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merekayasa dan digambarkan dengan fenomena yang utuh. 

Dalam hal ini, langkah observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas jurnalisme para 

jurnalis yang pernah atau sedang meliput berita tentang 

konflik yang bernuansa SARA. 

Selama observasi ini, juga memungkinkan untuk 

mengamati objek-objek diluar objek penelitian utama 

(secondary object) yang mendukung objek yang diteliti. 

Dalam kasus penelitian ini, objek lain yang dapat diteliti 

adalah para pembaca media, pelaku atau korban dalam tindak 

kekerasan beragama, pemerintah daerah setempat serta 

tokoh-tokoh lain terkait. Pengamatan juga dilakukan tentang 

peredaran media yang diteliti pada wilayah objek yang 

diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada sumber utama, yakni para 

jurnalis yang meliput di wilayah konflik. Jumlah responden 

diambil dengan proporsional random sampling dari seluruh 

awak media (jurnalis) yang meliput pada wilayah tersebut. 

Penelitian diarahkan pada para jurnalis yang masing-masing 

media diwakili oleh salah satu jurnalisnya (selanjutnya hasil 

penelitian terhadap jurnalis tidak berarti mewakili kualitas 

media yang bersangkutan). 
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Selain terhadap objek utama, sumber lain yang akan 

memperkuat hasil penelitian ini adalah dengan mengambil 

wawancara dari tokoh-tokoh terkait media dan pemberitaan 

pada wilayah tersebut. Tokoh tersebut bisa pelaku atau 

korban tindak kekerasan agama, tokoh masyarakat setempat 

atau tokoh pemerintahan. Wawancara juga dilakukan 

terhadap pembaca media untuk mengukur dampak dari berita 

yang disajikan oleh wartawan yang bersangkutan. 

c. Dokumentasi 

Langkah pengumpulan data dengan dokumentasi 

adalah dengan membuka kembali arsip-arsip pemerintahan, 

arsip pribadi tokoh atau catatan-catatan non ilmiah lainnya, 

termasuk catatan audio visual yang merekam gambaran 

konflik yang terjadi. Bukti dokumentasi inimenunjuk pada 

masa lampau dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti 

suatu peristiwa, aktivitas dan kejadian tertentu.  

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung dan 

memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Bentuk 

dokumentasi dapat berupa foto yang diambil selama 

penelitian berlangsung. Selain foto, juga dalam bentuk audio 

visual (video) yang dapat diambil untuk memperkuat data-

data selama proses penelitian. Dokumentasi juga dilakukan 
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melalui voice recorder untuk bukti wawancara yang 

dilakukan. 

d. Literasi 

Pengumpulan data bersumber dari literasi dilakukan 

dengan melihat kembali arsip-arsip pemberitaan lama yang 

telah ditulis oleh para wartawan di media masing-masing atau 

rekam audio visual untuk jurnalis televisi. Hal ini dilakukan 

untuk memperkuat data awal yang disajikan serta data 

tambahan dari proses wawancara yang dilakukan. 

6. Analisis Data 

Dari data-data yang diambil diatas, selanjutnya dilakukan langkah 

prosesing data. Data-data baik primer maupun sekunder dilakukan proses 

reduksi  dengan metode analisis yang sistematis, data diperoleh 

dikumpulkan dari dokumentasi, observasi, interview mereduksi dan 

kemudian menyimpulkan menjadi penyajian data yang siap publis sesuai 

kaidah penulisan ilmiah. Penyajian data ini juga merupakan tujuan akhir 

dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun hasil penelitian ini, akan dilakukan penulisan secara 

sistematis dengan mendasarkan pada kerangka penulisan ilmiah yang berlaku. 

Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab dengan subbab yang bervariasi 

pada masing-masing bab sesuai dengan kebutuhan. Adapun secara terperinci 

dapat disampaikan sebagai berikut: 
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Bab pertama berisi pendahuluan, yang akan membahas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini menggambarkan secara global tentang rencana 

penyusunan penelitian ini. 

Pada bab berikutnya, menjelaskan tentang ilmu komunikasi, konstruksi 

pemberitaan, media massa, regulasi perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, teori analisis framing dan analisis media. Di dalam bab ini juga 

dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan, yakni teori peace 

journalism secara singkat. 

Bab ketiga menjelaskan tentang aktivitas jurnalis dalam kerja 

jurnalistik, gambaran umum tentang latar belakang dan objek yang diteliti, 

tugas pokok wartawan, aliansi kewartawanan, serta gambaran umum tentang 

konflik bernuansa SARA dalam pemberitaan media. 

Bab keempat berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan mengkonfrontir keterangan dari 

objek yang diteliti, data-data pendukung (secondary object) dengan alat 

bedah analisis framing.  

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

saran yang diberikan sebagai rekomendasi atas hasil penelitian yang 

dilakukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seluruh hasil penelitian ini merupakan perpaduan dari data-data 

literer yang terkait dengan tema pembahasan serta temuan-temuan hasil 

pengamatan dan wawancara di lapangan. Apabila dibandingkan dengan 

hasil penelitian para professional, tentu masih jauh dari kesempurnaan, 

namun demikain sejumlah data-data tentang tema penelitian ini diharapkan 

akan mampu menjadi salah satu bahan dalam pengambilan data-data serta 

referensi dasar. 

Jurnalisme dan konflik merupakan hal yang saling bersentuhan, 

konflik merupakan objek yang subjeknya ‘dikendalikan’ wacananya oleh 

jurnalisme. Selanjutnya dari produk wacana yang dihasilkan 

dipublikasikan secara luas. Baik konflik ataupun jurnalisme memiliki 

hubungan yang saling mengikat satu sama lain. 

Bahwa jurnalisme dapat jadi menjadi pemadam kebakaran terhadap 

konflik yang terjadi, namun juga sebaliknya, ia mampu menjadi bahan 

bakar yang semakin mempertajam konflik bahkan hingga terjadi benturan 

fisik sebagai dampak dari konflik dasar yang terjadi. 

Secara umum, dalam penelitian yang dilakukan terhadap para 

jurnalis di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung 
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dan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah ini menghasilkan 

simpulan sebagai berikut; 

1. Sebagian besar wartawan tidak mengikuti pelatihan jurnalistik 

yang dilakukan oleh organisasi kewartawanan yang diikuti 

maupun perusahaan media yang mempekerjakan mereka. Hal 

ini menyebabkan pengetahuan, teknik dan pemahaman terhadap 

bidang tugas serta hal-hal lain yang melingkupinya masih 

kurang dipahami. Sebagian besar wartawan tidak pernah 

memahami tentang produk perundang-undangan yang 

dikeluarkan negara (UU Pers, UU KIP, UU ITE, UU Penyiaran 

dan sebagainya), dikeluarkan oleh organisasi kewartawanan 

(Kode Etik Jurnalistik) maupun regulasi lain yang menyangkut 

tugas pokok mereka. Hal ini menyebabkan hak dan kewajiban, 

wewenang dan tanggung jawab, ancaman dan perlindungan 

terhadap tugas kerja sebagai wartawan tidak dipahami dengan 

baik. 

2. Ketidakpahaman terhadap regulasi dan serta tidak pernah  

mengikuti pelatihan menyebabkan penerapan atas regulasi yang 

mengikat tidak dilakukan. Dalam hal konflik bernuansa SARA, 

khususnya konflik agama, wartawan tidak mengetahui dasar-

dasar dan prosedur dalam membuat produk jurnalistik yang 

tepat. Dengan demikian, wartawan justru lebih berperan 
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sebagai peningkat eskalasi konflik dibanding menjadi peredam 

konflik.  

3. Dalam menuliskan berita konflik, wartawan lebih memilih 

untuk lebih banyak mengambil keterangan dari aparat dan 

pemerintah (sebagai pemegang kuasa) dibanding pihak yang 

berkonflik. Hal ini didasarkan pola relasional yang telah dekat 

dan adanya unsur gratifikasi baik tertutup maupun terbuka. 

Banyak pengakuan dalam penulisan berita bernuansa konflik 

agama tidak diikuti dengan pembahasan akar masalah (prinsip 

peace journalism) dan hanya menyoroti dampaknya (war 

journalism) sehingga rawan menimbulkan reaksi dari publik.  

4. Pola gratifikasi, dependensi, kepentingan media dan personal, 

relasional masih menjadi penghambat dalam pembuatan produk 

jurnalistik. Sebagian besar wartawan mengakui menjadikan 

faktor tersebut sebagai penghambat untuk menjadi wartawan 

professional, tetapi tidak pernah menjalankan atau melakukan 

tindakan yang mengarah kepada tindak wartawan professional. 

Bahwa ada kesadaran menerima gratifikasi, tidak independen, 

keterikatan personal masih dilakukan oleh wartawan meskipun 

pada dasarnya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak 

dibenarkan. Wartawan yang mendapatkan gratifikasi dari 

pemegang kuasa cenderung akan meninggalkan prinsip cover 

both sides, balancing dan independen dalam penulisan berita. 
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Gratifikasi diberikan oleh pemegang kuasa dalam bentuk 

gratifikasi terbuka (pemberian uang, material atau fasilitas 

secara langsung) maupun gratifikasi tertutup (pemberian uang, 

material, atau fasilitas yang mendapatkan perlindungan dari 

produk perundang-undangan/kebijakan daerah yang 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD)). 

 

B. Saran 

Atas temuan diatas, peneliti berharap agar perusahaan media 

sebagai pemegang kuasa atas wartawan memberlakukan aturan perusahaan 

yang tegas yang disandarkan pada produk perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan aturan perusahaan yang tegas, maka wartawan yang 

bekerja di lapangan akan lebih professional. 

Misalnya, akar masalah dari gratifikasi adalah tingkat kesejahteraan 

yang minim, mendasarkan pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 

perusahaan media wajib untuk memberikan gaji dan atau tunjangan. Fakta 

yang terjadi masih banyak wartawan yang menerima gaji dibawah upah 

minimum regional (UMR). Hal ini memicu berkembangnya gratifikasi 

karena desakan kebutuhan yang lebih tinggi dibanding pendapatan yang 

diterima. 

Terhadap wartawan yang belum bergabung dengan organisasi 

kewartawanan disarankan untuk bergabung dan aktif mengikuti pelatihan 
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yang diselenggarakan. Sebab wartawan dapat dikatakan professional atau 

tidak secara legal diakui dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan 

Pers. Dengan mengikuti organisasi kewartawanan maka pengetahuan 

wartawan terhadap regulasi serta hal lain yang mengikat dapat lebih 

dimiliki serta memiliki legalitas pengakuan dari negara. 

Selanjutnya kepada Dewan Pers dan organisasi kewartawanan 

sebaiknya aktif menggelar pelatihan di daerah-daerah dibanding hanya 

memusatkan pelatihan di kota-kota besar. Hal ini memicu terjadinya 

diferensiasi antara wartawan kota dan wartawan daerah yang didasarkan 

pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. 
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Nama Responden  : Anif Punto Utomo 

TTL/Usia   : 52 

Alamat    : Jln Kebagusan II/23 

No. Telp/HP   : 0811154822 

Email    :anifpunto@gmail.com 

Nama Media   : Majalah Berita IAGI 

Bidang/Wilayah Kerja  : Nasional 

Aliansi Kewartawanan  : (PWI/AJI/AWI/IJTI/dsb) 

Lama Bekerja   : 25 tahun 

Pendidikan Terakhir  : S2 

Pengalaman Organisasi/Kerja : Banyak 

Kuisioner penelitian ini dilakukan untuk penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan konflik yang 

menyangkut dengan SARA. 

Hasil penelitian selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk mejadi produk ilmiah dalam bentuk tesis 

penelitian Studi Agama dan Resolusi Konflik, Prodi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

PERTANYAAN UMUM 

 

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 

Analisis Framing Pada Pemberitaan Konflik 
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1. Konflik adalah salah satu subjek dari sasaran liputan wartawan. Bagaimana 
independensi wartawan dalam konflik? 

Independensi tetap harus dipertahankan. Caranya: 

1. Tidak melibatkan diri secara kepentingan terhadap pihak-pihak yang berkonflik 
2. Tidak takut terhadap ancaman dan _egara dari pihak yang berkonflik 
3. Tidak berpihak 

 
2. Bagaimana anda menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita konflik? 

Bisa dilihat dari berbagai sisi, beberapa di antaranya: 

1. Netral dalam pemberitaan 
2. Tidak memanas-manasi suasana dengan tulisan yang provokatif 
3. Jika ada kekerasan tidak boleh membuat foto yang terlalu vulgar (misalnya foto 

orang kena bacok di kepala) 
 

3. Khusus untuk konflik SARA, banyak ditemukan berita yang melanggar kode etik 
jurnalistik. Pendapat anda? 

Pelanggaran kode etik tidak boleh dibiarkan terjadi. Apapun suasananya, kode etik harus 
tetap jadi pegangan. Perlu pembekalan materi jurnalistik yang memadai buat wartawan, 
karena sebagian wartawan tidak paham, bahkan mungkin tidak pernah membaca UU Pers 
dan yang terkair dengan kode etik 

4. Bagaimana anda memahami pasal 8 Kode Etik Jurnalistik tentang pemuatan isu 
SARA pada pemberitaan dan bagaimana menerapkan yang tepat? 

Pasal 8 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita 

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar 

perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 

merendahkan martabat orang lemah, miskin sakit, cacat jiwa atau cacat 

jasmani”.  

Isu SARA sangat _egara_io di Indonesia, karena itu perlu kehati-hatian dalam meliput 
dan memberitakannya. Fakta-fakta dalam berita tetap diungkapkan, tetapi pilihan kata 
harus tepat dan dipilih bahasa yang sehalus mungkin agar tidak menyinggung. Jangan 
memakai kalimat yang provokatif. 

 

WARTAWAN DAN KODE ETIK 
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5. Apa yang anda pahami tentang kerja pers yang _egara_ional sebagaimana 
disebutkan pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik? 

Meskipun wartawan memiliki kebebasan menulis, tetapi tetap memiliki koridor-
koridor yang tidak boleh dilanggar. Jike barita itu membahayakan keselamatan 
_egara, tidak perlu diberitakan. Ini masalah nasionalisme. 

Begitu juga jika ada konflik antaragama. Tidak semua berita yang diperoleh _ega 
dikonsumsi oleh _egara. Pada prinsipnya wartawan harus mempertimbangkan 
patut tidaknya memuat tulisan atau gambar yang membahayakan _egara ataupun 
membahayakan keamanan masyarakat. 

6. Bagaimana menulis berita tentang konflik dengan melandaskan Kode Etik 
Jurnalistik? (Sama dengan pertanyaan nomor 3) 
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Sing iki by phone wae Baz, mengko tak telp 
 

1. Banyak ditemukan kasus, menulis atau menayangkan berita kurang 
mempertimbangkan balancing dan cover both sides yang dipicu kedekatan 
wartawan dengan salah satu pihak yang berkonflik. Contoh konflik Islam dan 
Kristen, karena wartawan beragama Islam sedikit condong membela Islam. 
Menurut anda? 
 
 
 

2. Relasi yang dibangun lebih dekat dengan aparat (baik pemerintah maupun 
keamanan/pertahanan) menyebabkan wartawan sering menulis/menayangkan 
kasus dengan mengedepankan versi aparat dibanding fakta di lapangan. Menurut 
anda? 
 
 
 

3. Disiplin verifikasi berita dan menulis atau menyiarkan berita yang komprehensif 
dan kurang professional sering dilupakan karena factor menerima gratifikasi dari 
narasumber tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat anda 
dalam hal ini? 
 
 
 

4. Bagaimana menjaga independensi wartawan dalam peliputan berita? 
 

 

WARTAWAN DAN BERITA KONFLIK 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama    : Abaz Zahrotien 

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 28 Juli 1986 

Alamat Rumah  : Karangsari, Punggelan, Banjarnegara 

Alamat Kantor   : Jl. Sundoro No. 61 Temanggung 

Nama Ayah   : H. Ali Ma’sum 

Nama Ibu   : Hj. Sarkinah  

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD Karangsari 03, Punggelan, Banjarnegara lulus tahun 1999 

SLTP N 1 Pekuncen, Banyumas lulus tahun 2002 

SMK N 1 Bawang Banjarnegara pindah tahun 2003 

SMK Takhassus Al Qur’an Wonosobo lulus tahun 2005 

Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo lulus tahun 2009 

Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  

 

C. Riwayat Pekerjaan 

Wartawan Jawa Pos 2009-2015 

Penulis Lepas PT Leutika Yogyakarta 

Penulis Lepas PT Pupuk Kalimantan Timur 
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D. Prestasi/Penghargaan 

- 

E. Pengalaman Organisasi 

Ketua PMII Cabang Wonosobo 

Koordinator Jaringan GUSDURian Temanggung 

Ketua Komunitas Fotografi Temanggung (Koforte) 

Sekretaris Forum Jurnalis Temanggung (FJT) 

 

F. Minat Keilmuan 

Sosiologi, Komunikasi dan Agama 

 

G. Karya Ilmiah 

1. Buku 

a. Inspeksi Teknik (Internal PT Pupuk Kaltim) 

b. Pelabuhan dan Pengapalan (Internal PT Pupuk Kaltim) 

c. Inovasi Teknik Kimia Ir. Ezrinal Aziz (Internal PT Pupuk Kaltim) 

d. Human Resource Management (Internal PT Pupuk Kaltim) 

e. Pemeliharaan dan Mekanik Lapangan (Internal PT Pupuk Kaltim) 

 

2. Artikel 

Berita dan artikel di Jawa Pos Radar Semarang 
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3. Film Dokumenter 

a. Kota Teror, Temanggung 

b. Kota di Kaldera, Dieng Banjarnegara 

c. Dialog Kultural Pertapaan Rowoseneng, Temanggung. 

d. Pesantren Toleransi, Cangkringan, Sleman 

e. Peace Building Pembakaran Gereja di Temanggung 

f. Upacara Adat Lintas Agama Rowoseneng, Temanggung 

 

Yogyakarta, 5 Juni 2015 

 

 

Abaz Zahrotien 
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